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PUTUSAN

Nomor 2142/Pdt.G/2024/PA.Ba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT  BINTI  ORANG  TUA PENGGUGAT, umur  26  tahun,  agama

Islam,  Pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

XXXXXXXXXX  Kecamatan  Purwanegara  Kabupaten

Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN

ZAKARIA  BUSHIDO,SH.,  Advokat  yang  berkantor  di

Desa  Klampok  di  Jl.Jasara  I  No.07  RT  01  RW  XI,

Kecamatan  Purwareja  Klampok,Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register

1563/XI/2024/PA.Ba  tanggal  29  November  2024,

sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT BIN  ORANG  TUA TERGUGAT,  umur  27  tahun,  agama  Islam,

Pekerjaan  Buruh,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat

kediaman  di  XXXXXXXXXX  Kecamatan  Purwanegara

Kabupaten Banjarnegara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024

telah  mengajukan  cerai  gugat  yang  didaftarkan  secara  elektronik  melalui

aplikasi  e-Court  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Banjarnegara dengan

Nomor 2142/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, yang telah menikah pada tanggal

07  Juni  2019  yang  dilaksanakan  menurut  hukum  dan  sesuai  dengan

tuntunan ajaran Agama Islam, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara,

Jawa Tengah,  sebagaimana tercatat  dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  :

XXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2019;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan  hubungan  sebagaimana  layaknya  suami-isteri  (bada  dukhul)

dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama NAMA ANAK,

Lahir di Banjarnegara tanggal 08 Maret 2021, umur 3 tahun;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

bersama  dirumah  orang  tua  Penggugat  di  Dusun  Sawangan  Desa

Karanganyar  RT  006  RW  001  Kecamatan  Purwanegara  Kabupaten

Banjarnegara  hanya selama kurang lebih  3 (tiga)  tahun sampai  dengan

sekitar bulan Maret 2022;

4. Bahwa selama tinggal  bersama di  rumah orang tua Penggugat  awalnya

rumah tangga rukun, namun setelah kelahiran anaknya sekitar pertengah

tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah timbul pertengkaran dan

perselisihan  yang  terus  menerus  disebabkan  karena  masalah  ekonomi

Tergugat  malas  bekerja  sehingga  tidak  memberikan  nafkahnya  kepada

Penggugat, bila diajak komunikasi selalu marah, namun Penggugat tetap

sabar demi keutuhan rumah tangga barunya dan akhirnya Penggugatlah

yang bekerja demi untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangganya;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Maret 2022 dimana

Tergugat  akhirnya  pergi  dan  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  di

XXXXXXXXXX  Kecamatan  Purwanegara  Kabupaten  Banjarnegara

sehingga sampai dengan diajukannya gugatan ini  antara Penggugat dan
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Tergugat telah pisah rumah / tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua)

tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa selama 2 tahun 8 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah

dan  selama  berpisah  Tergugat  membiarkan  dan  tidak  memperdulikan

Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat

dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat digunakan sebagai

pengganti nafkah;

7. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

dan Tergugat telah melanggar sighot taklik talak No. 1, 2 dan 4;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil  gugatan Penggugat telah

berdasarkan  hukum  dan  telah  beralasan  hukum  karena  telah  sesuai

dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat  sanggup untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT BIN ORANG TUA

TERGUGAT)  terhadap  Penggugat  (PENGGUGAT  BINTI  ORANG  TUA

PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :;

Jika Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan

didampingi  kuasa  hukumnya  telah  hadir  menghadap  ke  persidangan,

sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama
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Banjarnegara, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan

oleh  suatu  halangan  yang  sah,  kemudian  persidangan  dilanjutkan  dengan

tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para

pihak  dan  ternyata  keterangan  Penggugat  terhadap  data  Para  pihak  sama

dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum

Penggugat  bernama  EKO  YULI  PRIHATIN,  SH  dan  BONDAN  ZAKARIA

BUSHIDO,SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07

RT  01  RW  XI,  Kecamatan  Purwareja  Klampok,Kabupaten  Banjarnegara

berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  28  November  2024  yang  telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Banjarnegara  dengan  nomor

register  1563/XI/2024/PA.Ba  tanggal  29  November  2024,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  untuk  mendampingi  dan/atau  mewakili  Penggugat  di

persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati

Penggugat  agar  tetap  mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Tergugat tetapi  usaha tersebut tidak berhasil,  dan Ketua Majelis tidak dapat

memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana

amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi  di  Pengadilan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar

jawabannya  karena  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  dan  juga  tidak

mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PENGGUGAT  BINTI

ORANG TUA PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXX tanggal 10-04-2021.
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Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta

telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT BINTI

ORANG  TUA PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  BIN  ORANG  TUA

TERGUGAT nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tanggal 10 Juni

2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos

serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Penggugat  adalah  sebagai

saudara sepupu Tergugat;

- Bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri;

- Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  dikaruniai  1  (satu)

orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- Bahwa sntara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  selama kurang

lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke

rumah Penggugat;
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- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah

kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun

juga;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Penggugat  adalah  sebagai

tetangga Penggugat;

- Bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri;

- Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  dikarunai  1  (satu)

orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  selama kurang

lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi

kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah

kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatupun

sebagai nafkah Penggugat;

Bahwa Penggugat  mencukupkan alat-alat  bukti  yang diajukannya dan

menyampaikan  kesimpulan  tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat  menyerahkan  uang  sebesar  Rp10.000,00 (sepuluh

ribu rupiah)  sebagai  iwadl (pengganti)  untuk terpenuhinya syarat  taklik  talak

Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  tentang  gugatan  perceraian  yang

diajukan  oleh  Penggugat  yang  beragama  Islam dan  telah  menikah  dengan

Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63

Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal  49  huruf  a  Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 tentang perubahan

pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Majelis  menilai  perkara  ini  secara  absolut  termasuk  wewenang  Pengadilan

Agama;

Legal Standing

Menimbang,  bahwa di  persidangan  Majelis  Hakim  telah  memeriksa

identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para

pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada

perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi  kuasa pada tanggal  28

November 2024, kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA

BUSHIDO,SH. Advokat yang beralamat di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07

RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok,Kabupaten Banjarnegara, yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor

register 1563/XI/2024/PA.Ba tanggal 29 November 2024 untuk bertindak atas

nama  Penggugat  mewakili  atau  mendampingi  dalam  perkara  Cerai  Gugat

Nomor 2142/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus

yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat  kuasa  khusus  dari  pemberi  kuasa  telah  memenuhi  syarat  dan

ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

2. Penerima  kuasa  yang  dalam  surat  kuasa  tersebut  berprofesi  sebagai

Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena
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sudah disumpah oleh  Pengadilan  Tinggi  sebagaimana ketentuan hukum

dalam Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus

dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum

Penggugat  mempunyai  hak  (persona  standi  in  judicio)  untuk  mewakili

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menikah  secara  sah  dengan

Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (vide, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama yang tidak

termasuk  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai

kapasitas  kedudukan  dan  kepentingan  hukum  (legal  standing)  untuk

mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  isi  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  Penggugat

bermaksud  agar  Pengadilan  menjatuhkan  putusan  perceraian  khul’i  atas

perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  karena  setelah  hidup  bersama

Tergugat pergi dari  rumah kediaman bersama sejak lebih dari  2 (dua) tahun

yang lalu, dan tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama hingga

sekarang, tidak pernah mengirimkan barang atau uang untuk Penggugat, serta

tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti

nafkah  untuk  Penggugat,  dan  atas  perbuatan  Tergugat  tersebut  Penggugat

bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Usaha Damai

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  dengan  sungguh-

sungguh  mendamaikan  dengan  cara  menasehati  Penggugat  di  setiap

persidangan  agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  sebagaimana

diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-

duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut

jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha

tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak

dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi

sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak  dapat  didengar  keterangannya  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap ke persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnya

yang  sah  untuk  datang  menghadap  ke  persidangan  dimaksud  serta  tidak

mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan

dalil-dalil  gugatan Penggugat,  namun karena perkara ini  merupakan perkara

perceraian,  maka  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan

dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti

surat,  karena  berdasarkan  pasal-pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang,  bahwa hal  di  atas sejalan dengan kaidah dalam kitab  Al

Anwari, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

بـالبينة اثبـاته جـاز غيــبة او تـوار او بتعــزز تـعـزز فــإن
Artinya:  Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib,

maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat

(P.1  dan P.2)  yang  masing-masing  telah  dinazzegel  dan telah  cocok sesuai
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dengan  aslinya.  Majelis  menilai  bukti-bukti surat  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang

saksi,  telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan

menyampaikan  keterangan  di  bawah  sumpah  secara  terpisah  di  depan

persidangan.  Majelis  Hakim  menilai  saksi-saksi  Penggugat  telah  memenuhi

syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai

dengan ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1),

dan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi

Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun

2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan

Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang

bernama  PENGGUGAT BINTI  ORANG  TUA PENGGUGAT yang  bertempat

tinggal  di  wilayah Kabupaten  Banjarnegara.  Majelis  Hakim menilai  bukti  P.1

merupakan akta autentik yang  memiliki kekuatan  pembuktian sempurna dan

mengikat,  dan  isi  materiil  bukti  tersebut  merupakah  fakta  yang  dapat

menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan

Penggugat,  serta  menunjukkan  inperson  yang  hadir  di  depan  persidangan

sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan

Penggugat,  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tersebut,  maka perkara ini  secara relatif  termasuk wewenang

Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
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berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006

tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil  jo.  Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam

dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan

bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  secara  Islam  dan  telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara Kabupaten

Banjarnegara, Jawa Tengah. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik

yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi  materiil

bukti  tersebut  merupakan  fakta  yang  dapat  menguatkan  dalil  gugatan

Penggugat  pada  posita  angka  1,  sehingga  perkara  ini  telah  memenuhi

ketentuan  kewenangan  absolut  dan  legal  standing  sebagaimana  telah

dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh

dari  pengetahuan saksi  sendiri  dan saling bersesuaian satu sama lain serta

relevan  dengan  dalil  Penggugat  sehingga  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  171  dan  172  HIR,  oleh  karenanya  maka

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan

merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  Penggugat  mengetahui  Tergugat  telah

pergi dari rumah kediaman bersama sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu.

Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi  tersebut  diperoleh  dari

pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan

dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

oleh  Pasal  171 dan 172 HIR,  oleh  karenanya maka keterangan saksi-saksi

tersebut  telah  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  merupakan  fakta  kejadian

yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat

datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang. Majelis Hakim menilai
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keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan

saling  bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  dalil  Penggugat

sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172

HIR,  oleh  karenanya  maka  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memiliki

kekuatan  pembuktian  dan merupakan  fakta  kejadian  yang  menguatkan dalil

gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya

kiriman barang ataupun uang dari  Tergugat untuk Penggugat.  Majelis Hakim

menilai  keterangan  saksi-saksi  tersebut  diperoleh  dari  pengalaman  dan

pengetahuan para saksi sendiri  dan saling bersesuaian satu sama lain serta

relevan  dengan  dalil  Penggugat  sehingga  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  171  dan  172  HIR,  oleh  karenanya  maka

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan

merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya

harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti  nafkah

untuk  Penggugat.  Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi  tersebut

diperoleh  dari  pengalaman  dan  pengetahuan  para  saksi  sendiri  dan  saling

bersesuaian satu sama lain  serta  relevan dengan dalil  Penggugat  sehingga

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana diatur oleh Pasal  171 dan 172 HIR,

oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan

pembuktian  dan  merupakan  fakta  kejadian  yang  menguatkan  dalil  gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah

dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil

Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling

bersesuaian  satu  sama  lain  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  172  HIR,  oleh  karenanya  maka  keterangan

saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari  bukti-bukti  Penggugat

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan
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fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10

Juni 2019, dan Tergugat telah mengucapkan janji-janji taklik talak pada saat

akad pernikahan dengan Penggugat tersebut;

2. Bahwa sejak lebih dari  2  (dua)  tahun yang lalu hingga sekarang,

Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  dan  tidak  pernah  kembali  ke

tempat kediaman bersama;

3. Bahwa  sejak kepergian Tergugat,  tidak  pernah ada kiriman barang

ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;

4. Bahwa tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan

pengganti nafkah untuk Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat

dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci

perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai,

saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga

kehormatan,  dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak

baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun  kecerdasan  dan

pendidikan agamanya (vide, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77),

serta  mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap  berdasarkan  kesepakatan

bersama (vide,  Pasal  32  UU No.1  Tahun 1974 jo.  KHI  Pasal  78).  Tergugat

sebagai  seorang  suami  berkewajiban  memberi  bimbingan,  perlindungan,

pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU

No.1  Tahun  1974  jo.  KHI  Pasal  80).  Penggugat  sebagai  seorang  isteri

berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan

dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (vide, Pasal 34

ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, dan 4 tersebut

diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang

dengan  fakta  hukum  angka  1  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  diatas
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karena sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat  tanpa nafkah baik  lahir  maupun batin,  serta  tidak mempedulikan

kepada Penggugat;

Taklik Talak

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kenyataan  sebagaimana  tersebut  di

atas, Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti  melanggar sighat talik talak

yang pernah diucapkannya saat  akad nikah dengan Penggugat,  yakni  pada

point angka 1, 2, dan 4;

 

Menimbang,  bahwa  dengan  terbuktinya  Tergugat  melanggar  sighat

taklik-talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah

tidak  ridho  dan  mengadukan  perkara  ini  ke  Pengadilan  Agama  serta  telah

menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh,

maka Hakim berpendapat bahwa sifat dan syarat jatuhnya taklik-talak Tergugat

terhadap  Penggugat  telah  terpenuhi,  dan  dengan  demikian  talak  Tergugat

terhadap Penggugat benar-benar telah terwujud; 

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari

al Qur’an Surat Al Isra’ Ayat 34 yang berbunyi:

Artinya:  “Dan  penuhilah  janji  sesungguhnya  janji  itu  pasti  diminta

pertanggungjawabannya”; 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat

ulama  fiqh  yang  tertuang  dalam  Kitab  Tanwirul  Qulub halaman  362,  yang

kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

الشرط وجود عند وقع شرط على الطلق علق ذا فإ
Artinya  :"  Apabila  suami  mengantungkan  talak  dengan  suatu  syarat,  maka

jatuhlah talaknya dengan terwujudnya  syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan

perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (g)  Instruksi
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Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di

atas  dan oleh karena Tergugat  tidak  pernah hadir  di  persidangan meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

125  HIR  ayat  (1),  Hakim  dapat  mengabulkan  gugatan  Penggugat  tersebut

dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  yang  telah

dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh

pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119

ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991,  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  harus  diputus  dengan

menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  pada  petitum  angka  3,

Majelis  berpendapat  bahwa perkara  ini  termasuk dalam bidang perkawinan,

sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut,  maka biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

4. Menjatuhkan  talak  satu  khul'i  Tergugat  (TERGUGAT BIN ORANG

TUA TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI ORANG TUA

PENGGUGAT) dengan Iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

di  Pengadilan  Agama Banjarnegara  pada  hari  Kamis  tanggal  19  Desember

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang

terdiri dari Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM, S.H.,

M.H.  dan  Drs.  H.  SASMIRUDDIN,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota,  putusan mana pada hari  itu  juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  dan  para  Hakim  Anggota  tersebut  dengan

dibantu oleh ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai  Panitera Pengganti  dengan

dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

Drs. H. SALIM, S.H., M.H. Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp70.000,00

2. Proses Rp75.000,00
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3. Panggilan Rp40.000,00

4. Sumpah Rp100.000,00

5. Meterai                Rp10.000,00  

Jumlah Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Putusan ini telah

berkekuatan hukum tetap

sejak .................

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

M. Munir, S.H., M.H.
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